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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA PRABU  

KECAMATAN PUJUT KABUPATEN TENGAH DITINJAU DARI  

UU PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

OLEH :  

LALU NANDA LUKMAN HAKIM  

NIM. 618110018 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

perkawinan atau tradisi merarik masyarakat  bangsawan dan masyarakat non 

bangsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan juga 

untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi pernikahan 

antara masyarakat bangsawan dan non bangsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah, adapun jenis  jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris,  

dengan metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan 

pendekatan sosiologis. Adapun  teknik pengumpulan bahan hukum dan data yaitu 

studi kepustakaan,wawancara, informan dan dokumentasi.  

Perkawinan sebagai bagian dari unsur budaya yang universal ditemukan 

diseluruh kehidupan sosial, budaya adalah salah satu aset negara yang perlu selalu 

diperhatikan dan dilestarikan, karena budaya dapat mencerminkan identitas suatu 

suku, identitas suatu daerah, dan identitas suatu bangsa, setiap daerah memiliki 

budaya tersendiri yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya, salah satunya 

dalam hal ini ialah budaya yang terdapat di daerah Lombok, khususnya di Desa 

Prabu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu rangkaian adat 

dalam perkawinan Sasak Lombok khususnya di desa Prabu adalah merarik, yaitu 

persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menikah  dengan cara 

menculik yang dilakukan pada malam hari. Merarik adalah salah satu pilihan cara 

menikah dalam budaya adat Sasak, perkawinan tersebut masih selalu dipraktikkan 

dalam masyarakat Sasak Lombok khususnya di desa Prabu. 

 

Kata kunci: Perkawinan Adat Sasak, ditinjau dari UU Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu perubahan paling signifikan dalam kehidupan  orang adalah 

transisi dari masa remaja ke masa dewasa dan awal dari sebuah keluarga yang 

ditandai dengan perkawinan. Perkawinan memiliki arti bahasa menyatukan 

dan mempersatukan. Menurut syariat Islam, pernikahan adalah kesepakatan 

yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi perkawinan adalah 

tahap yang mendapat banyak  perhatian dari para antropolog.  

Perkawinan sebagai bagian dari unsur budaya  universal tercermin 

dalam seluruh kehidupan bermasyarakat.Kebudayaan merupakan salah satu 

aset bangsa yang harus selalu dihormati dan dilestarikan karena  dapat 

mencerminkan identitas kesukuan, Identitas Daerah dan Identitas rakyat 

Sebagai negara, setiap daerah memiliki budayanya sendiri, yang tentunya 

berbeda dengan daerah lain. Dalam hal ini salah satunya adalah budaya yang 

terdapat di wilayah Lombok, tepatnya di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, 

Kabupaten Lombok Tengah. Lombok merupakan salah satu daerah di provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan sering disebut sebagai Pulau Seribu Masjid karena 

mayoritas penduduknya beragama Islam.
1
 

 Budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat Lombok bisa jadi 

tidak seimbang. Masyarakat Lombok di beberapa bagian tertentu  menjunjung 

tinggi nilai-nilai Islam yang sarat akan nilai keimanan dan keadaban, sehingga 

                                                      
1
 H.Hilm∂n H∂dikusum∂,Hukum Perk∂win∂n Indonesi∂ Menurut: Perund∂ng∂n Hukum Ad∂t Hukum 

Ag∂m∂, M∂nd∂r M∂ju, B∂ndung, 1990, hlm 8 
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banyak budaya yang hampir punah, namun berbeda dengan Desa Prabu 

Kecamaan Pujut, masyarakat cenderung lebih mengutamakan adat daripada 

agama, khususnya dalam budaya Merarik.  

Kondisi seperti itu merupakan tantangan besar bagi semua untuk 

memastikan bahwa kehidupan agama dan budaya mereka dapat berjalan 

secara seimbang, tidak terhalang oleh aturan dan adat istiadat, dan orang-

orang yang lahir dengan budaya yang perlu dilestarikan.  Lombok memiliki 

tradisi pernikahan yang sangat unik  dibandingkan dengan tradisi pernikahan 

di beberapa tempat lain. Pernikahan pernikahan dalam tradisi Lombok di sebut 

dengan istilah  merarik antara dedare dan terune.
2
 

Dedare adalah sebutan untuk anak perempuan yang belum menikah 

dalam masyarakat Sasak Lombok, sedangkan Terune untuk  anak laki-laki 

yang belum menikah. Orang Sasak adalah penduduk asli  Lombok. Orang 

Sasak memiliki tata cara dan adat istiadatnya masing-masing, tergantung 

apakah mereka berasal dari kalangan bangsawan atau jajar karang (sebutan 

untuk masyarakat biasa). Secara garis besar masyarakat Lombok khususnya 

Desa Prabu dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu bangsawan atau 

pemenak dan jajar karang, namun pada kenyataannya masyarakat Lombok 

terbagi menjadi tiga golongan yaitu Perwangsa Raden, Triwangsa, dan Jajar 

Karang. Pernikahan adalah dambaan semua orang. Karena pernikahan itu 

sendiri menyatukan dua insan yang seharusnya saling mencintai, seorang pria 

dan seorang wanita. Ketika orang Sasak melarikan diri dari anak seseorang 

                                                      
2
 M H∂rfin Zuhdi, Pr∂ktik Mer∂riq :W∂j∂h Sosi∂l Or∂ng S∂s∂k, Lemb∂g∂ Pengk∂ji∂n Publik∂si 

Isl∂m d∂n M∂sy∂r∂k∂t (Leppim), M∂t∂r∂m, 2012, hlm 46 
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(merarik), pria itu harus menyembunyikannya terlebih dahulu di tempat  di 

mana  orang tua pria dan wanita itu tidak tahu apa-apa selain teman dan 

kerabatnya. Penyembelihan hewan seperti ayam dan bebek. Didedikasikan 

kepada Tuhan bahwa penculikan ini akan berjalan dengan baik, dan oleh 

wanita yang diculik yang juga tidak membawa roh atau penyakit.
3
  

Selain itu, merarik sebagaimana dikatakan oleh Burgess dan Loche 

merupakan prasyarat terbentuknya keluarga atau keluarga dimana interaksi 

antar keluarga selalu mengikuti aturan. Sebagai tradisi penting dalam 

kehidupan setiap  individu dan masyarakat, tradisi perkawinan mengandung 

simbol, nilai,  dan norma yang menaunginya dalam tradisi masyarakat 

merarik, bahkan aturan itu berkembang dimasyarakat secara turun-temurun 

yang berfungsi untuk melestarikan ketertiban sosial. Keputusan setiap 

komunitas untuk menegakkan aturan ritual ini tidak hanya mempengaruhi 

sanksi sosial, tetapi juga kesenangan dan kepedulian terhadap sanksi suci. 

Ritual dengan demikian dapat berfungsi sebagai suatu bentuk sistem sosial 

yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari 

adat dan kebiasaan yang merepresentasikan posisi pribadi pelaku berdasarkan 

panutannya. Perubahan budaya dalam masyarakat, pada prinsipnya, adalah inti 

dari semua budaya yang ada di mukabumi ini.  

Karena  kebudayaan yang tetap statis pada hakikatnya tidak ada, maka 

cepat atau lambat pasti mengalami perubahan  perkembangannya yang 

                                                      
3
 ibid 
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disebabkan oleh faktor eksternal dan internal masyarakat itu sendiri, yang 

diakui sebagai tradisi. 
4
 

Menyelinap di kawin lari untuk bertemu gadis itu dan membawanya ke 

tempat persembunyian pada malam hari. Pengantin wanita menyelinap keluar 

dari rumah orang tuanya seperti yang direncanakan, dan pengantin pria 

biasanya menemani kerabat dan teman-temannya. Dalam beberapa kasus, 

pengantin pria tinggal di rumah dan memerintahkan perantara yang terpercaya 

untuk menculik istri yang seharusnya dia miliki. 
5
 

Penculikan ini dianggap berhasil jika kedua mempelai bersembunyi di 

suatu tempat rahasia (Penyebuan). Biasanya rumah  kerabat patriletral calon 

pengantin pria.  

Adapun tradisi merarik pada masyarakat Lombok di Desa Prabu, 

dikaitkan dengan upacara sorong serah aji krama. Seorang pemuda (terune) 

dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat yaitu dengan cara merarik 

(melarikan si gadis) setelah itu, maka keluarga pria akan melakukan tata cara 

perkawinan sesuai dengan adat Sasak. Oleh karena itu, gambaran umum 

fenomena tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai tradisi merarik dengan judul: “Pelaksanaan Perkawinan adat 

Sasak di Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah 

ditinjau dari UU perkawinan dan kompilasi Hukum Islam”. 

Ada beberapa alasan untuk penelitian ini, antara lain: Pertama, semua 

orang desa Prabu, baik bangsawan maupun non-bangsawan, mempraktikkan 

                                                      
4
 M. H∂rfin Zuhdi, Pr∂ktik Mer∂riq :W∂j∂h Sosi∂l Or∂ng S∂s∂k, Lemb∂g∂ Pengk∂ji∂n Publik∂si 

Isl∂m d∂n M∂sy∂r∂k∂t (Leppim), M∂t∂r∂m, 2012, hlm 46 
5
 Soerojo Wignjodipoero (1987), op.cit., hlm. 130. 
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tradisi pernikahan yang dimulai dengan seorang pria menculik seorang gadis 

yang tidak diketahui orang tuanya. Padahal, masyarakat di Desa Prabhu, 

Kecamatan Pujut, Provinsi Lombok Tengah 100% beragama Islam. Kedua, 

bagi masyarakat  Desa Prabu, Kecamatan Pujut di Lombok Tengah, Merarik 

menggambarkan sikap kejantanan seorang pria yang berhasil merebut 

(melarikan diri) gadis yang dicintainya. 
6
 

Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga 

cendrung resisten, kalau tidak dikaitkan menolak, untuk memberikan anaknya 

begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional). Hal ini dikarenakan 

mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika 

diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak 

berharga.  

Adapun anggapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak : 

“Marakm ngendeng manuk baen” (seperti meminta ayam saja). Oleh karena 

itu, dalam konteks ini merarik dipahami sebagai cara melakukan pawai 

perkawinan, selain jalan keluar dari konflik.Perkawinan merupakan  salah satu 

masalah terbesar dalam masyarakat Sasak, khususnya desa Prabhu.  

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan atau tradisi merarik masyarakat 

bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa Prabu Kecamatan 

Pujut Kabupaten Lombok Tengah? 

                                                      
6
 Abulk∂dir Muh∂mm∂d, Hukum Perd∂t∂ Indonesi∂, (B∂ndung: Citr∂ ∂dity∂ B∂kti, 1993), hlm. 76 
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2. Bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi pernikahan antara 

masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa Prabu 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujun Peneletian 

a) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perkawinan atau tradisi 

merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan di Desa 

Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah? 

b)  Untuk mengetahui Bagaimana penyelsaian permasalahan jika terjadi 

pernikahan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat non 

bnagsawan di Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah? 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat akademis  

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Studi Ilmu Hukum tingkat Strata I pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram. 

b) Manfaat Teoritis 

 Dapat memberikan satu sumbangsih berupa pengetahuan dan 

pemikiran melalui permasalahan yang ada, khususnya pernikahan antara 

masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan. 

c) Manfaat Praktis 

 Sebagai sarana  menambah wawasan, pengalaman dan 

pengetahuan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan 



7 

 

kepada masyarakat luas, pekerja, dunia usaha dan  pemerintah dalam 

bidang aplikasi khususnya dalam bidang perkawinan antara  bangsawan 

dan  non-bangsawan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  

1. Pengertian Perkawinan  

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

langgeng.  

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa 

perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan perkawinan adalah ikatan yang sakral. Ikatan ini tidak 

terlepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan. Perkawinan 

antara seorang pria dan seorang wanita pada hakikatnya bersifat naluriah, 

sudah merupakan kodrat manusia untuk melanjutkan keturunan sebagai 

makhluk sosial. 
7
 

2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 

Sebagai akibat dari perubahan legislatif baru-baru ini, Pasal 7(1) 

UU No. 1 Tahun 1974 sebelumnya mengatur bahwa laki-laki dapat 

                                                      
7
 Und∂ng-Und∂ng Perk∂win∂n di Indonesi∂, Und∂ng-Und∂ng No. 1 T∂hun 1974, Sur∂b∂y∂: ∂rkol∂. 



9 

 

menikah pada usia 19  tahun dan perempuan pada usia 16  tahun Setelah 

diubah, ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
8
  

a) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan 

telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.  

b) Dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat usia menurut ayat 1, orang 

tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta 

pembebasan dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan 

dengan bukti yang cukup.  

c) Pengadilan yang memberikan dispensasi menurut ayat (2) wajib 

mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan mengadakan 

perkawinan.  

d) Ketentuan mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua calon 

mempelai menurut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap 

ketentuan permintaan pembebasan menurut ayat (2) dengan tidak 

mengurangi ketentuan pasal 6, ayat 6. 

Perubahan standar ini telah diperluas untuk mencakup aspek 

pernikahan perempuan dengan menaikkan batas usia minimum. Dalam 

pengertian ini, usia minimal  menikah bagi perempuan adalah 19 tahun, 

sama dengan laki-laki. Batas usia dianggap cukup matang secara fisik dan 

mental untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik yang tidak boleh 

berakhir dengan perceraian. 

 

                                                      
8
 Prof.MR.S.A. H∂kim, Hukum perk∂win∂n∂n,Elemen.B∂ndung.1974,hlm 7 
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3. Syarat Sahnya Perkawinan  

Menurut KUH Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan 

yang terjadi di hadapan seorang pencatat. Perkawinan  menurut tata cara  

agama adalah tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena  Pasal 2 UUD 

menetapkan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah sebagai berikut:  

a) Perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan.  

b) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan: “Dengan bunyi Pasal 2 ayat 

(1), tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-

masing menurut UUD 1945”. Di luar itu, itulah yang dimaksud dengan 

hukum suatu agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau 

dinyatakan lain dalam undang-undang tersebut.
9
 

Ada dua jenis kondisi perkawinan materil dan formil. Syarat 

substabtif adalah keadaan yang ada yang berhubungan dengan para pihak 

yang mengadakan perkawinan. Kondisi material ini disebut juga  kondisi 

subjektif. Syarat formil disebut juga syarat objektif adalah tata cara 

pelaksanaan upacara pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan agama. 

 

                                                      
9
 Abulk∂dir Muh∂mm∂d, Hukum Perd∂t∂ Indonesi∂, (B∂ndung: Citr∂ ∂dity∂ B∂kti, 1993), hlm. 76. 
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4. Tujuan Perkawinan  

Tujuan perkawinan jelas dari pasal 1 UU 1974 nomor 1. Tujuan 

pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan lain dari pernikahan adalah 

untuk mencegah perbuatan asusila, perzinahan, dan prostitusi.  

5. Asas-Asas Perkawinan  

Hukum perkawinan didasarkan pada asas perkawinan, dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau konsep dasarnya adalah: 

a) Asas Perkawinan Kekal  

Dengan kata lain, pernikahan harus berlangsung seumur hidup. 

Asas perkawinan abadi tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah bersatunya 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dalam Tuhan 

Yang Maha Esa.  

b) Asas  perkawinan menurut hukum agama atau keyakinan agama berarti 

perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau 

keyakinan agama mempelai wanita. Prinsip ini menetapkan 

keseimbangan agama sebagai dasar pernikahan. Asas ini tertuang dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
10

 

 

                                                      
10

 Wirjono Prodjodikoro, R, Hukum Perk∂win∂n Indonesi∂, Cet∂k∂n  ke en∂m Sumur B∂ndung, 

1974. 



12 

 

 

c) Asas Perkawinan Terdaftar  

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan dianggap final jika didaftarkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini ditegaskan oleh 

Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. 
11

 

d) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak  

Karena perkawinan adalah ikatan batin, maka harus berdasarkan 

persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan dan tidak boleh ada 

paksaan dari kedua belah pihak.
12

 

e) Asas Perkawinan Monogami  

Artinya, dilarang bagi seorang suami atau istri untuk menikahi 

wanita  atau pria lain dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan 

dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa dalam 

perkawinan seorang laki-laki hanya boleh beristri satu  dan perempuan 

hanya boleh bersuami satu. Pasal 27 KUH Perdata mengatur bahwa 

seorang laki-laki hanya boleh beristri satu orang dalam satu waktu dan 

seorang perempuan hanya boleh bersuami satu orang dalam satu waktu. 

Pada dasarnya, umlahnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menganut asas monogami. Namun, undang-undang ini tidak 

menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin berpoligami. Tetapi 

hanya jika agama/keyakinan Anda mengizinkannya dan jika Anda dapat 

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini. 

                                                      
11 Dj∂j∂  S. Meli∂l∂, Perkemb∂ng∂n Hukum Perd∂t∂ Tent∂ng Or∂ng d∂n Hukum Kelu∂rg∂, Nu∂ns∂ 

∂uli∂, B∂ndung, 2005, hlm. 54. 
12

 Ibid., hlm. 265. 
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Ketentuan tentang poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Pengadilan dapat 

memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang 

berkepentingan.”
13

 

f) Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan 

Berkehendak  

Semua pernikahan harus berdasarkan kesepakatan bersama untuk 

membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan 

hak asasi manusia, sehingga  harus dilandasi oleh kehendak kedua belah 

pihak untuk saling menerima, saling melengkapi, dan menjadi suami 

istri tanpa paksaan. 

g) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri  

Hak dan status laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan  

masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum 

dalam rangka hubungan hukum tertentu. Laki-laki adalah kepala rumah 

tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga.  

h) Asas Mempersukar Perceraian  

UU Perkawinan sejalan dengan tujuan perkawinan untuk 

mewujudkan keluarga bahagia, langgeng dan sejahtera serta menganut 

asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi karena 

alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan setelah hakim atau 

                                                      
13

 Hilm∂n H∂dikusum∂, Hukum Perk∂win∂n Indonesi∂ Menurut Perund∂ng∂n, Hukum ∂d∂t, Hukum 

∂g∂m∂, M∂nd∂r M∂ju, B∂ndung, 2007, hlm. 32. 
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arbiter gagal mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan oleh 

Pasal 39 Kitab Undang-undang Perkawinan.  

Perkawinan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975, 

Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:  

a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 setelah pengumuman 

wasiat oleh panitia bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 8 PP  

b. Proses perkawinan dilakukan menurut hukum semua agama dan 

kepercayaan  

c. Sesuai dengan proses perkawinan menurut semua hukum agama dan 

agama, perkawinan itu akan dilangsungkan di hadapan pencatat dan 

di hadapan saksi-saksi. 

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat  

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum adat  

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat dikenal dengan 

hukum tidak tertulis (illegal law) dan berbeda dengan hukum perdata, 

yaitu hukum perundang-undangan. Dalam sistem hukum Inggris, hukum 

tidak tertulis disebut 'common law' atau 'hukum yang dibuat oleh hakim'. 
14

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia 

ini yang tidak memiliki sistem hukumnya sendiri. Negara berdaulat 

mungkin sederhana, tetapi memiliki sistem hukumnya sendiri, lahir dari 

pikiran negara itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, 

                                                      
14
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masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum sendiri, yang dikenal 

dengan 'hukum adat', untuk memandu kehidupan sosial masyarakat.  

Perkembangan pemahaman hukum adat hanya dilihat dari sisi 

formalnya saja tanpa mempertimbangkan sisi substantifnya. Tentu saja, itu 

adalah kesalahan untuk melihatnya secara formal. Selama ini pengetahuan  

common law hanya didasarkan pada definisi para ulama yang 

bersangkutan dengan aspek formal tanpa memahami isi dari common law 

itu sendiri. Dimasukkannya common law dalam sistem dan bagian-

bagiannya bertujuan untuk lebih memperjelas pentingnya hukum adat itu 

sendiri.  

Common law adalah produk budaya yang mencakup entitas nilai 

budaya seperti kreativitas, prakarsa, dan kepekaan manusia. Common law 

timbul dalam arti timbul dari pengakuan akan kebutuhan dan keinginan 

suatu masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradab sebagai 

perwujudan peradaban manusia, juga  merupakan karya bersama (social 

good) dari masyarakat common law.
15

 

Argumen ini membenarkan pandangan von Savigny bahwa hukum 

tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya  masyarakat. Pendapat ini 

juga ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum 

tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budayanya. Dengan demikian, 

hukum adat merupakan model hukum yang secara realistis dan malas 

                                                      
15

 Moh  Koesnoe,  Hukum  ∂d∂t  Seb∂g∂i  Su∂tu  Model  (B∂gi∂n  I  Historis),  M∂nd∂r  M∂ju, 

B∂ndung,  1992,  hlm.  3-4. 
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dikonstruksi  oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahasa 

kesukuan.
16

 

Moh. Koesnoe secara eksplisit menganjurkan common law sebagai 

model hukum. model hukum adat Melayu sebagai kesaksian suku. 

Menurutnya, common law muncul sebagai model hukum baru dalam 

sejarahnya di awal abad, mendapatkan perhatian dan popularitas di 

kalangan pengacara yang kemudian memasuki bidang yurisprudensi 

universitas. 
17

 

Identitas hukum suatu negara, termasuk hukum umum, ditentukan  

oleh isi atau materi, jiwa dan sifatnya, bukan oleh bentuk hukumnya. Jiwa 

dan hakekat  sistem hukum merupakan manifestasi dari pandangan hidup 

dan hakekat negara yang bersangkutan.  

Cara pandang suatu negara terhadap kehidupan dan sifat (karakter) 

tercermin dalam budaya dan hukumnya. Common law tidak berbeda dari 

hukum Barat sehubungan dengan bentuk hukum lainnya, dan sementara 

hukum Barat telah ditulis, sedikit hukum umum telah ditulis. Bahkan, 

perbedaannya lebih konkret, karena negara dan masyarakat memiliki ide 

dan cara berpikir yang berbeda.  

Soedirman Kartohadiprodjo menjelaskan konsep ini secara 

gamblang dalam karyanya tentang hukum domestik. Oleh karena itu, 

istilah hukum tidak tertulis lebih luas daripada hukum umum, dan hukum 

umum adalah jenis hukum tidak tertulis  yang khusus, dengan 

                                                      
16

 Moh.  Koesnoe,  Hukum  ∂d∂t  Seb∂g∂i  Su∂tu  Model  (B∂gi∂n  I  Historis),  M∂nd∂r  M∂ju, 

B∂ndung,  1992,  hlm.  3-4 
17
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legitimasinya sendiri yang secara fundamental berbeda dari hukum tidak 

tertulis lainnya.
18

 

Perbedaan antara common law dan hukum perundang-undangan 

adalah bahwa hukum perundang-undangan tidak lagi mencerminkan apa 

yang terjadi di masyarakat karena tertulis dalam bahasa yang tidak dapat 

diubah tanpa perubahan. Hukum ditegakkan oleh norma-norma hukum 

yang relevan dan orang-orang yang menegakkannya, jadi orang-oranglah 

yang pada dasarnya mengganggunya. Apakah itu dilarang oleh hukum 

tergantung pada siapa yang benar-benar melakukannya. Hukum sebagai 

perwujudan budaya, serta hukum sebagai pranata sosial, sedang 

berlangsung. Hukum sebagai kebutuhan masyarakat terus meningkat dan 

berubah, baik berbeda atau berbeda dari sebelumnya. Sunaryati Hartono 

mengatakan situasi ini tidak mengherankan mengingat jiwa manusia, dan 

karenanya budaya manusia yang hidup dalam masyarakat, selalu cair dan 

dinamis. Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia bersumber 

dari hukum adat yang tidak lain adalah hukum asli Indonesia, sehingga 

hukum nasional Indonesia harus berakar pada hukum adat. Berakar pada 

common law berarti bahwa common law itu tepat dan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat  masa depan. Oleh karena itu, hukum adat  

merupakan hukum yang hidup. Hal ini karena hukum adat muncul dalam 

suatu proses sosial yang dilandasi oleh rasa hukum atas kebutuhan  yang 

                                                      
18

 Soedim∂n K∂rtoh∂diprodjo, Hukum N∂sion∂l Beber∂p∂ C∂t∂t∂n, Bin∂cipt∂, B∂ndung, 1978, hlm. 

9. 
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hakiki (hati nurani) masyarakat, berdasarkan gagasan masyarakat, dan 

didukung serta diikuti oleh masyarakat.  

Pernikahan saja menjamin kelangsungan hidup orang dan 

masyarakat. Menurut hukum umum, pernikahan bukan hanya masalah 

pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah 

urusan orang tua, keluarga dan  masyarakat hukum. Bahkan dalam hukum 

adat, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi orang 

yang masih hidup, tetapi pernikahan merupakan peristiwa yang sangat 

penting, menarik perhatian mereka yang dihantui oleh arwah  kedua 

leluhur.
19

 Hakim menurut hukumadat yaitu bentuk Common 

Law/Common Law (Rechtsgemeenschaap). Menurut van Vollenhoven, 

untuk memahami hukum secara umum,  pertama-tama harus diperiksa sifat 

dan komposisi lembaga-lembaga hukum yang diatur oleh hukum di semua 

bidang setiap hari. Lebih dari itu, komunitas common law dimaksudkan 

sebagai cetak biru atau kerangka  di mana common law hidup, tumbuh, 

berfungsi, berkembang dan menghilang.  

Perkawinan dalam pengertian ikatan adat adalah perkawinan yang 

mempunyai akibat hukum bagi adat istiadat yang berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada  sebelum 

menikah. Misalnya, hubungan anak-anak, remaja,  hubungan orang tua 

pasangan masa depan, dll. Setelah menikah, hak dan tanggung jawab 

orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) berperan dalam 

                                                      
19

 Lih∂t, Sun∂ry∂ti H∂rtono, D∂ri Hukum ∂nt∂r Golong∂n ke Hukum ∂nt∂r Ad∂t, Citr∂ Adity∂ B∂kti, 

B∂ndung, 1991, hlm. 11. 
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melaksanakan upacara adat dan meningkatkan serta memelihara 

kerukunan, keutuhan, dan hubungan bertetangga dalam kehidupan anak-

anak perkawinannya.
20

 

Hukum Perkawinan Adat diartikan sebagai  hukum yang mengatur 

tentang bentuk perkawinan, tata cara permohonan, pembentukan 

perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Aturan hukum adat tentang 

perkawinan di wilayah Indonesia juga membedakan daerah yang berbeda 

dengan daerah lain, mewarnai menurut jenis/gaya masyarakat, adat 

istiadat, agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Namun dewasa ini,  

dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, aturan (adat) 

perkawinan semakin maju, berubah, berkembang dan bergerak. 

Perkembangan ini pada gilirannya dipengaruhi oleh agama, misalnya 

perkawinan antar suku, antar agama, dan antar akhlak. Namun, 

perkawinan tetap merupakan urusan keluarga, dan hukum perkawinan 

yang umum masih berlaku di berbagai daerah dan golongan.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

merupakan peraturan nasional yang berlaku secara seragam di seluruh 

Indonesia. Ini mengatur prinsip-prinsip pernikahan, kondisi pernikahan, 

pencegahan ketidakabsahan, kontrak pernikahan, hak dan kewajiban 

pernikahan. Pembubaran Perkawinan dan Akibat-akibatnya, Status Anak, 

Perwalian dan Ketentuan Lainnya, Ketentuan Sementara dan Ketentuan 

Akhir. 
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 Hilm∂n  H∂dikusum∂,  Hukum  Keker∂b∂t∂n  ∂d∂t,  F∂j∂r  ∂gung,  J∂k∂rt∂,  1990,  hlm.  9. 
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Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, tata 

cara pemberitahuan (permohonan), perkawinan, dan lain-lain. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan adat masih 

berlaku dan dipertahankan di masyarakat. Di sini kita mempertimbangkan 

implikasi dari hukum pernikahan common law.
21

  

2. Macam-macam sistem Perkawinan Adat  

Menurut common law, ada tiga jenis sistem perkawinan, yaitu: 

1) Sistem Endogami  

Dalam sistem ini, orang hanya bisa menikahi seseorang dari 

garis keturunan mereka sendiri. Lembaga perkawinan ini merupakan 

hal yang langka di Indonesia saat ini. Menurut Van Vollenhoven, 

hanya ada satu wilayah yang tampaknya akrab dengan sistem 

perkawinan sedarah ini, yaitu wilayah Toraja. Namun, sistem ini secara 

alami menghilang di wilayah ini karena hubungan antar wilayah 

menjadi lebih sederhana, lebih dekat dan lebih luas. Karena sistem di 

bidang ini hanya benar-benar ada. Apalagi perkawinan sedarah tidak 

terlalu sesuai dengan tipe struktur keluarga di daerah ini, yaitu orang 

tua.
22

 

2) Sistem Exogami  

Dalam sistem ini orang harus menikah dengan suku lain. 

Dilarang menikah dengan satu suku. Namun, lama kelamaan ia 

berangsur-angsur melunak dan  larangan perkawinan hanya ditangani 

                                                      
21

 Soerjono Soek∂nto, Intis∂ri Hukum Kelu∂rg∂, B∂ndung, Sitr∂ ∂dity∂ B∂kti, 1992, hlm. 131. 
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di kalangan keluarga yang sangat kecil. Sistem ini ditemukan di daerah 

Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatera Selatan. 

3) Sistem Eleutherogami  

Sistem eleutherogami berbeda dengan dua sistem  di atas 

dengan larangan dan kewajiban. Eleutherogami tidak mengetahui 

larangan atau kewajiban tersebut. Hal-hal yang dilarang yang termasuk 

dalam sistem ini adalah hal-hal yang dilarang yang berkaitan dengan 

hubungan keluarga termasuk darah (keturunan) seperti  ibu, nenek, 

anak, cucu,  saudara laki-laki dan perempuan, kerabat orang tua. Atau 

larangan menikah dengan Mushara (Periparan), seperti pernikahan 

dengan ibu tiri, ibu mertua, menantu perempuan, menantu perempuan. 

Sistem ini ada di hampir  seluruh masyarakat Indonesia, termasuk 

Jawa.  

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat  

Bentuk adat perkawinan dapat dibedakan: masyarakat patrilineal, 

matrilineal, dan parental/bilateral. 

1) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal  

Menurut kekerabatan dalam masyarakat patrilineal, bentuk 

perkawinan adalah perkawinan berdasarkan hati nurani. Pernikahan 

jujur adalah pernikahan yang melibatkan pemberian/pembayaran 

pernikahan (kejujuran, veris) dari seorang pria kepada seorang wanita 

yang merupakan tanda atau simbol berakhirnya suatu hubungan 
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keluarga.
23

 Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta  kerabat 

perempuan, membebaskan perempuan dari keluarganya kepada 

kelompok kekerabatan suaminya, dan anak-anak hasil perkawinan  juga 

menelusuri garis keturunan orang tuanya. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa memberi dengan jujur itu berhasil. 

a. Secara hukum, sumbangan bonafide berarti mengubah  

keanggotaan calon istri.  

b. Ekonomi mengarah pada perubahan kekayaan. dan  

c. Pada tingkat sosial, penyerahan yang jujur berarti bahwa wanita  

memiliki kedudukan yang baik. 

2) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal  

Bentuk perkawinan dalam masyarakat matrilineal disebut 

perkawinan jenis, dan merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan 

untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Semendo berarti seseorang 

dari luar. Selama pernikahan, calon menyadari bahwa laki-laki dan 

kerabat mereka tidak jujur dengan laki-laki. Sejak menikah, suami dan 

istri telah hidup dalam keluarga masing-masing. Tetapi ayah tidak 

memiliki kekuasaan atas anak-anak mereka.  

Ketentuan yang paling penting dari perkawinan mani adalah:
24

 

a. Seorang istri tidak lepas dari keluarganya, dan seorang suami tidak 

lepas dari kerabatnya (keluarga). Suami diakui sebagai orang yang 

serupa  
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b. Istri tinggal di lingkungan rumahnya sendiri dan suami tidak harus 

tinggal bersama istrinya  

c. Hak perempuan, kekuasaan dan status sosial di rumah lebih tinggi 

dari suaminya. suami bukan kepala rumah tangga  

d.  yaitu  

e.  anak milik kerabat perempuan (ibu) dan  

f.  Perempuan menguasai  harta benda daripada milik bersama.  

 

3) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral  

Berbeda dengan dua bentuk perkawinan, matrilineal dan 

patrilineal, bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum bilateral 

(orang tua) adalah perkawinan liberal/cetak/mandiri. Setelah menikah, 

suami istri membangun keluarga/rumah sendiri yang jauh dari 

kekuasaan orang tua dan kerabat. Bentuk perkawinan ini  ditemukan di 

Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk 

perkawinan ini adalah kedua pasangan mempunyai dua keluarga. 

Artinya, kerabat suami di satu sisi dan kerabat istri di sisi lain. 

Bentuk perkawinan bebas masyarakat orang tua meliputi 

ketentuan sebagai berikut: 
25

 

a. Pasangan suami istri bebas tinggal di sini, dan tidak terikat oleh 

keluarga atau suami. 

b. Suami dan istri memimpin keluarga bersama  

c. Anak ditempatkan pada baris kedua dari pasangan (orang tua). dan  
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d. memiliki harta bersama. 

4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat  

Praktek perkawinan  dalam  perkawinan sudah ada jauh sebelum 

masuknya agama-agama (Hindu, Budha, Islam, Kristen) di Indonesia dan 

berakar pada praktek dan kepercayaan yang  selalu dianut. Proses ini 

dimulai pada hari-hari menjelang pernikahan dan berlanjut hingga hari-

hari setelah pernikahan. Prosedur di berbagai daerah di Indonesia tidak 

sama dengan yang dilakukan menurut peraturan kepabeanan masing-

masing lokasi. Perkawinan tidak diatur oleh undang-undang, tetapi 

semuanya dibagikan kepada orang-orang yang terkena menurut adat dan 

agama masing-masing. Tindakan perkawinan dengan demikian 

mempengaruhi hukum adat dan  agama. 
26

 

Secara umum, praktik perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi 

oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat terkait dengan struktur 

masyarakat dan kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat. Bentuk 

perkawinan itu adalah istri dan suami (perkawinan jujur), suami  istri 

(nikah mingguan), atau suami istri  bebas memilih (perkawinan bebas), 

atau mencampuri perkawinan antarsuku/antarsuku dalam masyarakat yang 

sedang berkembang Itu saja.  

5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat  

Sebenarnya tujuan perkawinan  bagi masyarakat hukum adat yang 

terikat kodrat adalah untuk melestarikan dan melanggengkan ayah atau 
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keturunan dari garis ayah demi kesejahteraan keluarga dan tempat tinggal 

kerabat, tercapainya nilai-nilai budaya, kedamaian dan  kehidupan. 

perbedaan sistem  kekerabatan antar suku di Indonesia, seperti lingkungan 

dan agama yang dianut,  tujuan perkawinan adat yang berbeda antar suku 

dan daerah dengan daerah, serta hasil hukum dan perkawinan yang 

berbeda.  

Dalam masyarakat  patrilineal, pernikahan dimaksudkan untuk 

mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga seorang anak laki-laki 

harus dinikahkan dengan cara tertentu untuk mengambil seorang istri. Di 

sisi lain, tujuan pernikahan dalam kelompok  matrilineal tradisional adalah 

untuk mempertahankan garis keturunan ibu, dan putri sulung entah 

bagaimana harus menikah dan memiliki suami. Setelah kejadian itu, sang 

suami bergabung dengan kerabat istrinya dan meninggalkan tempatnya 

yang biasa dalam struktur keluarga orang tuanya.  

6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat  

Asas-asas pernikahan common law adalah sebagai berikut: 
27

 

a. Perkawinan dimaksudkan agar keluarga, keluarga dan kerabat rukun, 

damai, bahagia dan langgeng.  

b. Perkawinan tidak hanya harus sah secara  hukum  dan/atau ideologis, 

tetapi juga harus diakui oleh  kerabat.  

c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan banyak istri, 

yang  masing-masing ditentukan oleh adat setempat.  
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d. Perkawinan membutuhkan persetujuan orang tua dan  keluarga. 

Masyarakat adat dapat menolak status perkawinan yang tidak diakui 

oleh masyarakat adat.  

e. Laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur atau tidak 

memiliki anak dapat menikah. Bahkan jika Anda sudah cukup umur 

untuk menikah, Anda perlu izin dari orang tua atau kerabat Anda.  

f. Perceraian diperbolehkan, tetapi tidak selalu. Perceraian antara seorang 

pria dan seorang wanita dapat merusak hubungan di antara mereka.  

g. Hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan 

hukum  yang berlaku, dengan ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga. 

7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat  

a. Ada Persetujuan  

Di bawah hukum adat, tidak semua orang, termasuk orang 

dewasa, bebas mengungkapkan keinginan mereka untuk menikah 

tanpa persetujuan orang tua atau kerabat mereka.  

b. Batas Umur  

Common law umumnya tidak menetapkan batasan usia untuk 

menikah. Artinya, hukum adat memperbolehkan perkawinan tanpa 

memandang usia. Kedewasaan seseorang biasanya diukur  dengan 

tanda tubuh. Jika seorang gadis sedang menstruasi dan payudaranya 

menonjol, itu berarti dia sudah dewasa. Bagi pria, kehebatan 

diwujudkan dalam perubahan suara dan  mimpi basah. Oleh karena itu, 
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tidak diukur dengan usia. Sampai saat ini, kebanyakan orang tua  tidak 

menuliskan tanggal lahir anaknya karena  masih buta huruf.
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif 

adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum perundang-undangan dari segi 

teori, sejarah, filsafat, perbandingan, susunan dan susunan, ruang lingkup dan 

bahan, penjelasan umum setiap pasal, bentuk hukum dan kekuatan mengikat. 

Aspek aplikasi atau implementasi. Studi empiris adalah studi hukum positif 

tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat 

perilaku manusia  berupa artefak fisik, arsip, atau praktik masyarakat.
29

 

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) hal ini 

dilakukan dengan meninjau semua peraturan atau undang-undang yang 

relevan dengan isi undang-undang yang sedang diselidiki. 

2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Approach) 

Pendekatan sosiologis (Sosiologis Approach) Hal ini untuk 

mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi 

sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem  yang nyata. Pendekatan 
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 Mukti F∂j∂r d∂n Yuli∂nto Achm∂d, Du∂lisme Peneliti∂n Hukum Empiris & Norm∂tif, Pust∂k∂ 

Pel∂j∂r, 2010, h∂l. 280 



29 

 

sosio-legal bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum  empiris 

dengan menghadapi subjek secara langsung. 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, Bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan 

hukum dan putusan pengadilan. Sumber hukum utama yang digunakan 

penulis  dalam surat ini adalah: Hukum Perdata (BW) 

b. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan tentang 

dokumen hukum utama dan membantu dalam analisis dan pemahaman 

dokumen hukum utama. Disediakan dalam bentuk literatur dan artikel 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan makalah 

ini. 

c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman 

terhadap bahan hukum lainnya. Sumber hukum yang digunakan 

penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer, Data yang berasal langsung  dari sumber data  lapangan. 

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah metode 

pengumpulan data melalui proses tanya jawab  satu arah secara lisan. 

Artinya, pertanyaan disediakan oleh pewawancara dan jawaban 

disediakan oleh responden.  
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b. Data sekunder, Data diperoleh melalui penelitian dan telaah (survei 

kepustakaan) bahan pustaka baik yang berupa sumber hukum primer, 

sekunder, maupun tersier yang tersedia dari jurnal, buku, internet, 

kamus, dll. 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Prabu kecamaan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah, Populasi penelitian ini meliputi tokoh agama, 

tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Prabu. 

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Mekanisme pengumpulan  hukum dalam penelitian ini akan dilakukan 

melalui berbagai kegiatan pengumpulan hukum yang dapat mendukung 

keberlangsungan penelitian. 

a) Studi Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan seperti buku-

buku perpustakaan dan buku individu, dan dimungkinkan untuk 

mempersempit hasil penelitian dengan mengaitkan judul dan bahan buku  

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti itulah yang memungkinkan. 

b) Wawancara  

Wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, 

tokoh adat, dan perangkat desa setempat. Metode wawancara adalah 

metode memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan  

tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan 
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penelitian. Tanya jawab artinya pengumpul data  aktif bertanya dan pihak 

yang ditanya aktif menjawab atau menjawab. 

c) Informan 

Populasi survei diambil  sebagai sampel yang dianggap mewakili 

total populasi yang digunakan sebagai responden dalam survei ini  

memberikan informasi pengalaman  langsung, tetapi informan untuk survei 

ini adalah:
30

 

a. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Kawasan 

Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. 

b. Aparat pemerintah desa Prabu. 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan 

mengevaluasi data-data yang ada di bidang-bidang terkait dan penunjang 

penelitian. 

F. Analisis Bahan Hukum  

Setelah bahan hukum terkumpul dan diidentifikasi sesuai dengan 

permasalahan hukum yang diteliti, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, 

analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk mengumpulkan semua 

data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder untuk 

menghasilkan data deskriptif. Setelah menganalisis bahan hukum, langkah 
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selanjutnya bagi peneliti adalah menarik kesimpulan menurut metode 

deduktif. Artinya, penarikan kesimpulan dari fakta umum ke fakta khusus.
31
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